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Abstract: The financial management area since enactment of the Act OtonomiDaerah, still very
far from expectations. Implementation of regional financial governance still needs to be
reformed, so that the financial management area runs out transparent, accountable and
accountable. Local financial management sourced from local fiscal management, still reflect a
discrepancy with what has been underlined in the rule of law. This can be seen from the results
of audits by BPK to local finance, which in terms of which are still very many areas that get a
fair opinion with the exception that not even a little disclaimer. This also happens in some urban

districts in South Sulawesi.
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I. Pendahuluan

Beberapa waktu yang lalu di-
beberapa media cetak diberitakan bahwa
berdasarkan hasil penelitian oleh sebuah
lembaga survey menyebutkan bahwa ham-
pir 50% pemerintah daerah akan meng-
alami kebangkrutan. Hal ini dikarenakan
belanja pegawai memakan porsi yang
besar terhadap APBD dalam hal mana
diperkirakan berada pada angka 50-80 %.
Beberapa daerah kabupaten kota yang
dimaksud dalam penelitian tersebut juga
ada di Sulawesi Selatan. Tingginya ang-
garan biaya belanja pegawai ini salah satu
factor utamanya adalah banyaknya jumlah
pegawai negeri sipil dan tidak efisiensinya
penggunaan anggaran. Melihat fenomena
seperti ini, maka pemerintah telah meng-
ambil  kebijakan akan melaksanakan
moratorium  penerimaan CPNS yang
direncanakan pada tahun 2012.

Sesungguhnya sejak era reformasi
digulirkan pada pertengahan tahun 1998
paradigma pembangunan di Indonesia
telah mengalami pergeseran paradigma
dari model pembangunan yang terpusat
(sentralistik) menjadi desentralistik. Pem-
bagian kewenangan menjadi bagian dari
arah kebijakan untuk membangun daerah
yang dikenal dengan istilah kebijakan
Otonomi Daerah. Hal tersebut ditandai
dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.
25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah, yang telah

mengalami mengalami  penyempurnaan
(amandemen) menjadi UU Nomor 12
tahun 2008.

Pemberian otonomi daerah di-
harapkan dapat meningkatkan efisiensi,
efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik
di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah
dituntut untuk mencari alternatif sumber
pembiayaan pembangunan tanpa mengu-
rangi harapan masih adanya bantuan dan
bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat
dan menggunakan dana publik sesuali
dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.
Pelimpahan kewenangan tersebut mem-
punyai pengaruh terhadap cara-cara mem-
pertanggungjawaban keuangan pusat, dan
khususnya daerah.

Manajemen keuangan daerah men-
jadi begitu penting bagi aparat pemerin-
tahan didaerah karena merupakan konsek-
wensi logis dari perspektif manajemen
perimbangan antara keuangan pusat dan
daerah. Transformasi nilai yang berkem-
bang dalam era reformasi ini adalah
meningkatnya penekanan proses akunta-
bilitas publik atau bentuk pertanggung-
jawaban horisontal, khususnya bagi aparat
pemerintahanan di daerah, tanpa menge-
sampingkan pertanggungjawaban vertical
kepada pemerintahan atasan dalam segala
aspek pemerintahan, termasuk aspek
penatausahaan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah.

Keberhasilan perubahan ini, pada
saatnya tergantung pada efektivitas,
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transparansi, dan manajemen yang efektif
juga kemampuan sumber daya publik
darimanapun asal mereka. Seberapa baik
proses yang mendasari ini dikelola di
tingkat distrik dan propinsi yang karena-
nya bertambah minat dari pemerintah
pusat maupun komunitas donor.

Diantara pertanyaan mendasar
yang perlu diperhatikan adalah : seberapa
transparan  pemerintah daerah dalam
menggunakan kewenangan yang baru
mereka peroleh itu dan seberapa terlin-
dungi proses tersebut dari jangkauan dan
kolusi para elit daerah? Bagaimanakah
mereka akan meningkatkan pendapatan
publik daerah secara lebih adil dan dengan
lebih terprediksi ataukah melalui pajak dan
pungutan yang lebih agresif dan lebih
membebani? Seberapa efektif dan efisien-
kah sumber daya publik dipergunakan dan
dipertanggungjawabkan, dan dengan integ-
ritas dan pengawasan yang seperti apa dari
para stakeholder/pihak yang berkepenting-
an? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan
ini dan sejumlah pertanyaan lainnya
pastinya akan bervariasi antar pemerintah
daerah, namun variasi inilah yang dibutuh-
kan oleh kita untuk mendiagnosa, menilai,
dan memahami.

Roby Arya Brata dalam artikelnya
mengutip apa yang dikemukakan Sondang
F. Siagian (1995) menggambarkan bahwa
dalam praktik manajemen keuangan
daerah yang masih berlangsung sekarang
ini, ada kecenderungan dari oknum pejabat
untuk menghabiskan sisa anggaran, baik
anggaran rutin maupun anggaran pemba-
ngunan (proyek) hal ini mungkin di-
pengarhaui adanya pemahaman system
manajemen keuangan yang berimbang
(antara penerimaan dan pengeluaran), yang
dikelolanya. Pejabat tersebut termotivasi
oleh insentif untuk menghabiskan sisa
anggaran karena kalau sisa anggaran
tersebut tidak dihabiskan maka jumlah
anggaran yang disetujui  Departemen
Keuangan untuk tahun berikutnya, baik
Dana Alokasi Umum (DAU) maupun
Dana Alokasi Khusus (DAK) akan lebih
kecil dari jumlah anggaran tahun sebelum-

nya. Akibatnya, oknum pejabat tersebut
merekayasa kegiatan untuk menghabiskan
sisa anggaran dan membuat laporan
keuangan “yang seolah-olah benar” untuk
menjustifikasi kegiatan tersebut.. Kele-
mahan lain dari manajemen keuangan
daerah selama ini adalah adanya nonba-
jeter, yaitu dana di luar APBD yang ber-
asal dari pendapatan bukan pajak. Adanya
pengalokasian dana yang bersifat nonbu-
jeter yang penggunaannya tidak transparan
dan lemah mekanisme akuntabilitas
publicnya jelas bertentangan dengan
prinsip pemerintahan yang bersih dan baik
(good and clean governance).

Jadi, jelas sistem manajemen keua-
ngan daerah yang dipraktikkan pemerintah
selama ini kurang memenuhi prinsip good
and clean governance dalam manajemen
keuangan daerah. Sistem manajemen keua-
ngan demikian melemahkan partisipasi
masyarakat untuk mengawasi penggunaan
anggaran, memancing praktik korupsi,
kolusi, nepotisme (KKN) karena kurang
transparan, dan mendorong pejabat untuk
menggunakan keuangan dan sumber daya
negara secara tidak bertanggung jawab
karena lemahnya mekanisme akuntablitas
publik dalam manajemen keuangan
daerah. Hal inilah yang akhir-akhir marak
diberitakan dimedia. Bahkan berita ter-
akhir, salah satu kabupaten di Papua
seluruh anggota DPRD nya (sekitar 40
orang) terindikasi penyalahgunaan ang-
garan APBD, dan saat ini ditangani
kejaksanaan.

I1. Pembahasan

2.1 Pengertian Dasar

Manajemen  keuangan  daerah
merupakan bagian dari  Manajemen
Pemerintahan Daerah selain Manajemen
Kepegawaian dan manajemen teknis dari
tiap-tiap instansi yang berhubungan
dengan pelayanan publik, atau kita sebut
dengan Manajemen Pelayanan Publik dan
Manajemen Administrasi Pembangunan
Daerah.
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Pengertian Manajemen keuangan
daerah menurut Bahrullah Akbar (2002)
adalah mencari sumber-sumber pem-
biayaan dana daerah melalui potensi dan
kapabilitas yang terstruktur melalui
tahapan perencanaan yang sistematis,
penggunaan dana yang efisien dan efektif
serta pelaporan tepat waktu.

Manajemen Pelayanan Publik yang
dimaksud adalah pencerminan pemberian
kewenangan wajib atas otonomi daerah
dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari
antara lain: Pemerintahan Umum, Per-
tanian; Perikanan dan Kelautan, Pertam-
bangan dan Energi; Kehutanan dan Per-
kebunan; Perindustrian dan Perdagangan;
Perkoperasian; Penanaman Modal; Ke-
tenagakerjaan; Kesehatan; Pendidikan dan
Kebudayaan; Sosial; Penataruangan; Pe-
mukiman; Pekerjaan Umum; Perhubung-
an; Lingkungan Hidup; Kependudukan;
Olahraga; Keparawisataan; dan Pertanah-
an. Hal ini, biasanya tercermin dengan
adanya dinas-dinas daerah dan struktur
organisasi Pemda yang berkaitan dengan
luas dan ruang lingkup tugas tersebut.

Pengertian keuangan  daerah
menurut Bahrullah Akbar (2002) adalah *
Semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk di dalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah, dalam kerangka
anggaran dan pendapatan dan belanja
daerah (APBD).”

Oleh  karena itu, pengertian
keuangan daerah selalu melekat dengan
pengertian APBD yaitu; suatu rencana
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD
merupakan salah satu alat untuk mening-
katkan pelayanan publik dan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi
daerah yang luas, nyata dan bertang-
gungjawab. Dari definisi keuangan daerah
tersebut melekat 4 (empat) dimensi
(Bahrullah Akbar, 2002):

a. Adanya dimensi hak dan kewajiban;

b. Adanya dimensi tujuan dan
perencanaan;
c. Adanya dimensi penyelenggaraan dan
pelayanan publik; dan
d. Adanya dimensi nilai uang dan barang
(investasi dan inventarisasi).
Keterkaitan keuangan daerah yang
melekat dengan APBD merupakan per-
nyataan bahwa adanya hubungan antara
dana daerah dan dana pusat atau dikenal
dengan istilah perimbangan keuangan
pusat dan daerah. Dana tersebut terdiri dari
dana dekonsentrasi (PP No. 104 Tahun
2000 tentang Dana Perimbangan) dan dana
Desentralisasi. Dana dekonsentrasi ber-
bentuk dana bagi hasil, dana alokasi
umum, dan dana alokasi khusus. Sedang-
kan yang dimaksud dana desentralisasi
adalah yang bersumber dari pendapatan
asli daerah (PAD).

Tujuan keuangan daerah menurut Nick
Devas, et.al, (1989):

1. Akuntabilitas (Accountability)

Pemda harus mempertanggungjawab-
kan tugas keuangan kepada lembaga
atau orang yang berkepentingan dan
sah. Lembaga atau orang Yyang
dimaksud antara lain, adalah
Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala
Daerah, masyarakat dan kelompok
kepentingan lainnya (LSM);

2. Memenuhi kewajiban Keuangan
Keuangan  daerah  harus  ditata
sedemikian rupa sehingga mampu
melunasi semua ikatan keuangan, baik
jangka pendek maupun jangka panjang;

3. Kejujuran
Urusan keuangan harus diserahkan pada
pegawai profesional dan jujur, sehingga
mengurangi kesempatan untuk berbuat
curang.

4. Hasil guna (effectiveness) dan daya

guna (efficiency) kegiatan daerah
Tata cara pengurusan keuangan daerah
harus sedemikian rupa sehingga
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memungkinkan setiap program diren-
canakan dan dilaksanakan untuk men-
capai tujuan dengan biaya serendah-
rendahnya dengan hasil yang maksimal.

5. Pengendalian
Manajer keuangan daerah, DPRD dan
aparat fungsional pemeriksaan harus
melakukan pengendalian agar semua
tujuan dapat tercapai. Harus selalu me-
mantau melalui akses informasi menge-
nai pertanggungjawaban keuangan.

2.2 Fungsi Manajemen Keuangan
Daerah
Fungsi manajemen terbagi atas tiga
tahapan utama, vyaitu: adanya proses
perencanaan, adanya tahapan pelaksanaan,
dan adanya tahapan pengendalian/ peng-
awasan. Oleh karena itu fungsi manaje-
men keuangan daerah terdiri dari unsur-
unsur pelaksanaan tugas yang dapat terdiri
dari tugas (Bahrullah Akbar, 2002) :
1. Pengalokasian potensi sumber-sumber
ekonomi daerah
2. Proses Penyusunan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah;
3. Tolok ukur kinerja dan Standarisasi;
4. Pelaksanaan Anggaran yang sesuai
dengan Prinsip-prinsip Akuntansi;
5. Laporan Pertanggungjawaban Keua-
ngan Kepala Daerah; dan
6. Pengendalian dan
Keuangan Daerah.
Angka 1 dan 2 merupakan bagian
dari fungsi perencanaan dimana melekat
pengertian adanya partisipasi publik;
Angka 3 dan 4 merupakan fungsi pelak-
sanaan dan Angka 5 dan 6 merupakan
fungsi pengendalian dan pengawasan.
Keseluruhannya akan bermuara pada
terciptanya sistem informasi keuangan
daerah yang transparan dan akuntabel.
Dalam arti sempit manajemen
keuangan daerah merupakan tugas keben-
daharawanan, dari peran kas daerah atau
bendahara umum daerah sampai dengan
peran bendaharawan proyek, bendahara-
wan penerima, bendaharawan barang.
Secara garis besarnya, ada dua hal tugas

Pengawasan

pokok atau bidang yang harus disadari
bagi seorang manajer keuangan daerah,
yaitu: pekerjaan penganggaran dan peker-
jaan akuntansi, dimana dalam pelaksanaan
keduanya berinteraksi dan saling meleng-
kapi terutama dalam rangka pengendalian
dan pengawasan manajemen (Bidang
Auditing). Secara aplikatif dua tugas
pokok tersebut terekam dalam Kepmen-
dagri No. 29 Tahun 2000 tentang
“Pedoman  Pengurusan  Pertanggung-
jawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara Penyusunan
APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan
Daerah dan Penyusunan Perhitungan
APBD”.

2.3. Reformasi Manajemen Keuangan
Daerah

Secara garis besar, manajemen
(manajemen) keuangan daerah dapat di-
bagi menjadi dua bagian yaitu manajemen
penerimaan daerah dan manajemen penge-
luaran daerah. Kedua komponen tersebut
akan sangat menentukan kedudukan suatu
pemerintah daerah dalam rangka melak-
sanakan otonomi daerah. Konsekuensi
logis pelaksanaan otonomi daerah ber-
dasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU
No. 25 tahun 1999 menyebabkan per-
ubahan dalam manajemen keuangan
daerah. Perubahan tersebut antara lain
adalah perlunya dilakukan budgeting
reform atau reformasi anggaran.

Reformasi  anggaran  meliputi
proses penyusunan, pengesahan, pelak-
sanaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Berbeda dengan UU No. 5 tahun 1974,
proses penyusunan, mekanisme pelak-
sanaan dan pertanggungjawaban anggaran
daerah menurut UU No. 22 tahun 1999
adalah tidak diperlukannya lagi penge-
sahan dari Menteri Dalam Negeri untuk
APBD Propinsi dan pengesahan Gubernur
untuk APBD Kabupaten/Kota, melainkan
cukup pengesahan dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan
Daerah (Perda).

Aspek utama budgeting reform
adalah perubahan dari traditional budget
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ke performance budget. Traditional budget
merupakan pendekatan yang paling
banyak digunakan di negara berkembang
dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam
pendekatan ini, yaitu: (a) cara penyusunan
anggaran yang didasarkan atas pendekatan
incrementalism dan (b) struktur dan
susunan anggaran yang bersifat line-item.
Ciri lain yang melekat pada pendekatan
anggaran tradisional tersebut adalah: (c)
cenderung sentralistis; (d) bersifat spesifi-
kasi; (e) tahunan; dan (f) menggunakan
prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran
tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak
mampu mengungkapkan besarnya dana
yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan,
dan bahkan anggaran tradisional tersebut
gagal dalam memberikan informasi ten-
tang besarnya rencana kegiatan. Oleh
karena tidak tersedianya berbagai infor-
masi tersebut, maka satu-satunya tolok
ukur yang dapat digunakan untuk tujuan
pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan
penggunaan anggaran.

Masalah utama anggaran tradisional
adalah terkait dengan tidak adanya
perhatian terhadap konsep value for money.
Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas
seringkali tidak dijadikan pertimbangan
dalam penyusunan anggaran tradisional.
Dengan tidak adanya perhatian terhadap
konsep value for money ini, seringkali pada
akhir tahun anggaran terjadi kelebihan
anggaran yang pengalokasiannya kemudian
dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang
sebenarnya kurang penting untuk dilak-
sanakan.

Dilihat dari berbagai sudut pandang,
metode penganggaran tradisional memiliki
beberapa kelemahan, sebagaimana yang di
ungkapkan oleh Mardiamo (2002):

a. Hubungan vyang tidak memadai
(terputus) antara anggaran tahunan
dengan rencana pembangunan jangka
panjang.

b. Pendekatan incremental menyebabkan
sejumlah besar pengeluaran tidak per-
nah diteliti secara menyeluruh efek-
tivitasnya.

c. Lebih berorientasi pada input daripada
output. Hal tersebut menyebabkan
anggaran tradisional tidak dapat dijadi-
kan sebagai alat untuk membuat
kebijakan dan pilihan sumber daya, atau
memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi
dalam bentuk apakah dana telah habis
dibelanjakan, bukan apakah tujuan
tercapai.

d. Sekat-sekat antar departemen yang
kaku membuat tujuan nasional secara
keseluruhan sulit dicapai. Keadaan ter-
sebut berpeluang menimbulkan konflik,
overlapping, kesenjangan, dan per-
saingan antar departemen.

e. Proses anggaran terpisah  untuk
pengeluaran rutin dan pengeluaran
modal/investasi.

f. Anggaran tradisional bersifat tahunan.
Anggaran tahunan tersebut sebenarnya
terlalu pendek, terutama untuk proyek
modal dan hal tersebut dapat men-
dorong praktik-praktik yang tidak
diinginkan (korupsi dan kolusi).

g. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditam-
bah dengan informasi yang tidak
memadai  menyebabkan  lemahnya
perencanaan anggaran. Sebagai akibat-
nya adalah munculnya budget padding
atau budgetary slack.

h. Persetujuan anggaran yang terlambat,
sehingga gagal memberikan mekanisme
pengendalian untuk pengeluaran yang
sesuai, seperti seringnya dilakukan
revisi anggaran dan ’manipulasi
anggaran.’

i. Aliran informasi (sistem informasi
finansial) yang tidak memadai yang
menjadi dasar mekanisme pengendalian
rutin, mengidentifikasi masalah dan
tindakan.

Beberapa kelemahan anggaran
tradisional di atas sebenarnya lebih banyak
merupakan kelemahan pelaksanaan ang-
garan, bukan bentuk anggaran tradisional.

Performance budget pada dasarnya
adalah sistem penyusunan dan manajemen
anggaran daerah yang berorientasi pada
pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja
tersebut harus mencerminkan efisiensi dan
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efektivitas pelayanan publik, yang berarti
harus berorientsi pada kepentingan publik.
Merupakan kebutuhan masyarakat daerah
untuk menyelenggarakan otonomi secara
luas, nyata dan bertanggung jawab dan
otonomi daerah harus dipahami sebagai
hak atau kewenangan masyarakat daerah
untuk mengelola dan mengatur urusannya
sendiri. Aspek atau peran pemerintah
daerah tidak lagi merupakan alat
kepentingan pemerintah pusat belaka
melainkan alat untuk memperjuangkan
aspirasi dan kepentingan daerah.

Tabel 1

2.4. Perbedaan Anggaran Tradisional
dengan Anggaran NPM
Secara garis besar terdapat dua
pendekatan utama yang memiliki per-
bedaan mendasar. Kedua pendekatan
tersebut adalah (Mardiasmo, 2002) :
(@) Anggaran tradisional atau anggaran
konvensional; dan
(b) Pendekatan baru yang sering dikenal
dengan pendekatan New Public
Management.

Perbandingan Anggaran Tradisional vs Anggaran Dengan Pendekatan NPM

ANGGARAN TRADISIONAL
Sentralistis

NEW PUBLIC MANAGEMENT

Desentralisasi & devolved management

Berorientasi pada input

Berorientasi pada input, output, dan outcome (value for

money)
Tidak terkait dengan perencanaan jangka Utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka
panjang panjang

Line-item dan incrementalism

Berdasarkan sasaran dan target kinerja

Batasan departemen yang kaku (rigid
department)

(cross

Lintas departemen

department)

Menggunakan aturan klasik:
Vote accounting

Zero-Base Budgeting, Planning Programming
Budgeting System

Prinsip anggaran bruto

Sistematik dan rasional

Bersifat tahunan

Bottom-up budgeting

Sumber : Mardiasmo (2002)

Traditional budget didominasi oleh
penyusunan anggaran yang bersifat line-
item dan incrementalism, yaitu proses
penyusunan anggaran yang hanya men-
dasarkan pada besarnya realisasi anggaran
tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak
ada perubahan mendasar atas anggaran
baru. Hal ini seringkali bertentangan
dengan kebutuhan riil dan kepentingan
masyarakat. Dengan basis seperti ini,
APBD masih terlalu berat menahan
arahan, batasan, serta orientasi subordinasi
kepentingan pemerintah atasan. Hal
tersebut menunjukkan terlalu dominannya
peranan  pemerintah  pusat terhadap
pemerintah daerah. Besarnya dominasi ini
seringkali mematikan inisiatif dan prakarsa
Pemerintah Daerah, sehingga memuncul-
kan fenomena pemenuhan petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis dari
pemerintah pusat.

Reformasi sektor publik yang salah
satunya ditandai dengan munculnya era
New Public Financial Management telah
mendorong usaha untuk mengembangkan
pendekatan yang lebih sistematis dalam
perencanaan anggaran sektor  publik.
Seiring dengan perkembangan tersebut,
muncul beberapa teknik penganggaran
sektor publik, misalnya adalah teknik
anggaran kinerja (performance budgeting),
Zero Based Budgeting (ZBB), dan
Planning, Programming, and Budgeting
System (PPBS).

Pendekatan baru dalam sistem
anggaran  publik  tersebut  cenderung
memiliki  karak-teristik umum sebagai

berikut (Mardiasmo, 2002):
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Komprehensif/komparatif

Terintegrasi dan lintas departemen

3. Proses pengambilan keputusan yang

rasional

Berjangka panjang

Spesifikasi tujuan dan perangkingan

prioritas

6. Analisis total cost dan benefit (termasuk
opportunity cost)

7. Berorientasi input, output, dan outcome
(value for money), bukan sekedar input.

8. Adanya pengawasan Kinerja.

Perubahan  dalam  pengelolaan

keuangan daerah harus tetap berpegang

pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan

daerah (anggaran) yang baik. Prinsip

manajemen keuangan daerah yang diper-

lukan untuk mengontrol kebijakan keua-

ngan daerah tersebut meliputi (Mardiasmo,

2002):

- Akuntabilitas

OValue for Money

Kejujuran dalam mengelola keuangan

publik (probity)

Transparansi; dan

Pengendalian.

N

o~

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip per-
tanggungjawaban publik yang berarti
bahwa proses penganggaran mulai dari
perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan
harus benar-benar dapat dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan
masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan
bahwa pengambil keputusan berperilaku
sesuai dengan mandat yang diterimanya.
Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-
sama dengan cara dan hasil kebijakan ter-
sebut harus dapat diakses dan dikomuni-
kasikan secara vertikal maupun horizontal
dengan baik.

Value for Money

Value for money berarti diterap-
kannya tiga prinsip dalam proses pengang-
garan yaitu ekonomi, efisiensi, dan efek-
tivitas. Ekonomi  Dberkaitan  dengan
pemilihan dan penggunaan sumber daya
dalam jumlah dan kualitas tertentu pada

harga yang paling murah. Efisiensi berarti
bahwa penggunaan dana masyarakat
(public money) tersebut dapat menghasil-
kan output yang maksimal (berdaya guna).
Efektivitas berarti bahwa penggunaan ang-
garan tersebut harus mencapai target-target
atau tujuan kepentingan publik.

Indikasi  keberhasilan  otonomi
daerah dan desentralisasi adalah terjadinya
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat (social welfare) yang semakin
baik, kehidupan demokrasi yang semakin
maju, keadilan, pemerataan, serta adanya
hubungan yang serasi antara pusat dan
daerah serta antar daerah. Keadaan ter-
sebut hanya akan tercapai apabila lembaga
sektor publik dikelola dengan memper-
hatikan konsep value for money.

Kejujuran dalam Manajemen Keuangan
Publik (Probity)

Manajemen keuangan daerah harus
dipercayakan kepada staf yang memiliki
integritas dan kejujuran yang tinggi,
sehingga kesempatan untuk korupsi dapat
diminimalkan.

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan
pemerintah dalam membuat kebijakan-
kebijakan keuangan daerah sehingga dapat
diketahui dan diawasi oleh DPRD dan
masyarakat.  Transparansi manajemen
keuangan daerah pada akhirnya akan
menciptakan  horizontal accountability
antara pemerintah daerah dengan masya-
rakatnya sehingga tercipta pemerintahan
daerah yang bersih, efektif, efisien,
akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi
dan kepentingan masyarakat.

Pengendalian

Penerimaan  dan  pengeluaran
daerah (APBD) harus selalu dimonitor,
yaitu dibandingkan antara yang dianggar-
kan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu
dilakukan analisis varians (selisih) ter-
hadap penerimaan dan pengeluaran daerah
agar dapat sesegera mungkin dicari
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penyebab timbulnya varians dan tindakan

antisipasi ke depan.

Prinsip-prinsip  yang mendasari
manajemen keuangan daerah tersebut
harus senantiasa dipegang teguh dan dilak-
sanakan oleh penyelenggara pemerintahan,
karena pada dasarnya masyarakat (publik)
memiliki hak dasar terhadap pemerintah,
yaitu (Mardiasmo, 2002):

1. Hak untuk mengetahui (right to know),

yaitu:
Mengetahui  kebijakan ~ pemerintah.
Mengetahui keputusan yang diambil
pemerintah. Mengetahui alasan dila-
kukannya  suatu  kebijakan  dan
keputusan tertentu.

2. Hak untuk diberi informasi (right to be
informed) yang meliputi hak untuk
diberi penjelasan secara terbuka atas
permasalahan-permasalahan  tertentu
yang menjadi perdebatan publik.

3. Hak untuk didengar aspirasinya (right
to be heard and to be listened to).

Dalam  upaya  pemberdayaan
pemerintah daerah, maka perspektif per-
ubahan yang diinginkan dalam pengelola-
an keuangan daerah dan anggaran daerah
adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2002):
1. Pengelolaan keuangan daerah harus

bertumpu pada kepentingan publik
(public oriented). Hal ini tidak saja
terlinat pada besarnya porsi peng-
alokasian anggaran untuk kepentingan
publik, tetapi juga terlihat pada
besarnya partisipasi masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan dan penga-
wasan/pengendalian keuangan daerah.

2. Kejelasan tentang misi pengelolaan
keuangan daerah pada umumnya dan
anggaran daerah pada khususnya.

3. Desentralisasi pengelolaan keuangan
dan kejelasan peran para partisipan
yang terkait dalam  pengelolaan
anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda
dan perangkat daerah lainnya.

4. Kerangka hukum dan administrasi bagi
pembiayaan, investasi, dan pengelola-
an uang daerah berdasarkan kaidah
mekanisme pasar, value for money,
transparansi dan akuntabilitas.

5. Kejelasan tentang kedudukan keua-
ngan DPRD, KDH, dan PNS-Daerah,
baik ratio maupun dasar pertim-
bangannya.

6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur
anggaran, anggaran Kkinerja, dan
anggaran multi-tahunan.

7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan
barang daerah yang lebih profesional.

8. Standar dan sistem akuntansi keuangan
daerah, laporan keuangan, peran akun-
tan independen dalam pemeriksaan,
pemberian opini dan rating kinerja
anggaran, dan transparansi informasi
anggaran kepada publik.

9. Aspek pembinaan dan pengawasan
yang meliputi batasan pembinaan,
peran asosiasi, dan peran anggota
masyarakat guna  pengembangan
profesionalisme aparat pemerintah
daerah.

10. Pengembangan  sistem  informasi
keuangan daerah untuk menyediakan
informasi anggaran yang akurat dan
pengembangan komitmen pemerintah
daerah terhadap penyebarluasan infor-
masi sehingga memudahkan pelaporan
dan pengendalian, serta memper-
mudahkan mendapatkan informasi.

Secara lebih spesifik, paradigma
anggaran daerah yang diperlukan di era
otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Daerah harus bertumpu pada
kepentingan publik.

2. Anggaran Daerah harus dikelola
dengan hasil yang baik dan biaya
rendah (work better and cost less).

3. Anggaran Daerah harus mampu mem-
berikan transparansi dan akuntabilitas
secara rasional untuk keseluruhan
siklus anggaran.

4. Anggaran Daerah harus dikelola
dengan pendekatan Kkinerja (perfor-
mance oriented) untuk seluruh jenis
pengeluaran maupun pendapatan.

5. Anggaran Daerah harus mampu
menumbuhkan profesionalisme kerja di
setiap organisasi yang terkait.

6. Anggaran Daerah  harus  dapat
memberikan keleluasaan bagi para
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pelaksananya untuk memaksimalkan
pengelolaan dananya dengan
memperhatikan  prinsip  value for
money.

3. Kesimpulan

Salah satu kunci keberhasilan
penyelenggaraan  pemerintahan  dalam
menghadapi era global adalah dengan
mengembangkan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal. Dengan demikian,
diharapkan mekanisme perumusan kebija-
kan yang akomodatif terhadap aspirasi
masyarakat daerah dapat dibangun, sehing-
ga keberadaan otonomi daerah akan lebih
bermakna dan pada akhirnya akan mening-
katkan mutu pelayanan kepada masyara-
kat. Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah
harus dapat mendayagunakan potensi
sumber daya daerah secara optimal.

Dengan semakin berkurangnya
tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah
terhadap Pemerintah Pusat, Daerah ditun-
tut melaksanakan reformasi manajemen
keuangan daerah, sehingga akan memacu
terwujudnya otonomi daerah yang nyata,
dinamis, serasi, dan bertanggung jawab,
yang dapat memperkokoh basis per-
ekonomian daerah, serta memperkuat
persatuan dan Kkesatuan bangsa dalam
menyongsong era perekonomian global.
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